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 Sarmbutan Ment

: ¢ Kelautan dan |

Perikanan

Assalamualaibum Warrabmartullahi Wabarakatub,

salam sejahtera untuk kita semua.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar
di dunia, dan memiliki lebih dari 17.000
pulau membentang di khatulistiwa, dengan
garis pantai lebih dari 95.000 km. Terumbu
karang di perairan Indonesia memiliki
keanekaragaman hayati laut tertinggi dan
dianggap salah satu yang paling indah di
dunia. Terumbu karang tidak hanya cantik
karena mereka adalah rumah bagi ribuan
spesies laut yang keduanya penting secara
sosial dan ekonomis. Terumbu karang juga
berfungsi sebagai perlindungan utama bagi
garis pantai untuk mencegah erosi selama
badai, dan lebih inshore habitat seperti hutan
bakau dan padang lamun.

Indonesia terletak di jantung “Segitiga Terumbu Karang” dan memiliki
kawasan terumbu karang terbesar di negara manapun di dunia. Sayangnya,

aktivitas manusia telah menempatkan tekanan besar pada ekosistem yang
rapuh dan telah menyebabkan terjadinya degradasi terumbu karang yang
serius, sebagian besar melalui penangkapan ikan yang merusak, penangkapan

ikan berlebihan, pemanasan global, penambangan karang, pencemaran,

sedimentasi dan penipisan gizi. Akibatnya, hanya sekitar 6 persen dari terumbu

karang di negara ini tetap dalam kondisi sangat baik.



Sambutan Menteri Perikanan dan Kelautan

The 2009 Manado Ocean Declaration dan Deklarasi Pemimpin CTI pada
Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan menekankan perlunya
strategi nasional untuk pengelolaan eckosistem pesisicr dan laut yang
memberikan barang dan jasa yang berharga dan yang memiliki potensi yang
signifikan untuk mengatasi berbagai efek dari perubahan iklim . Negosiasi di
Manado yang kontroversial dan terfokus pada lingkungan dan hubungannya
dengan ckonomi nasional. Keseimbangan kepentingan antara pembangunan
ekonomi dan konservasi alam yang sangat menantang, dan membutuhkan
bimbingan yang tepar dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen.

Pelestarian aset-aset alam yang luar biasa dan mencegah penurunan lebih lanjus
akan memerlukan tindakan berani dan komitmen politik di semua tingkacan.
Beberapa aksi prioritas utama telah menunjukkan kemajuan dan merekam
berbagai pencapaian yang progresif di tingkat nasional dan regional dalam
pencapaian tujuan CTI-CFF Regional Plan of Actions (RPOA) dan Nationa!
Plan of Actions (NPOA) akhir-akhir ini. Diantaranya, Pertama, tentang
pengelolaan bentang laut. Indonesia melaksanakan serangkaian karakrerisasi
ilmiah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan bentang laut dengan
isu lintas batas potensial. Kedua, tentang pengelolaan perikanan berbasis
ekosistem, ditempuh Indonesia bersama-negara lain dengan menyepakati
resolusi perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi (Live Reef Fish Food
Trade) yang mendorong terciptanya pola perdagangan yang lebih adil dan
menguntungkan bagi pelaku usaha serra kelestarian sumberdaya di Kawasan
Segitiga Karang, Ketiga, membangun dan memperkuat pengelolaan kawasan
perlindungan laut. Indonesia telah memiliki Kawasan Konservasi Perairan
(KKP) seluas 15,5 juta hekrar dari target komitmen 20 juta ha pada tahun 2020.
Saat ini sedang dilakukan penctapan kelembagaan dan penyusunan rencans
pengelolaan menuju pengelolaan yang efekeif. Terkait dengan hal tersebut,
untuk menilai efekrifitas pengelolaan kawasan konservasi, Indonesia telah
menetapkan alat berupa Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K) sertz
peraturan tentang Standar Kompetensi Khusus untuk pelatihan konservasi.
Hal ini juga telah mengidentifikasi perikanan berkelanjutan dan pengelolaan

wilayah pesisir terpadu sebagai tujuan pelengkap. Perjanjian pengelolaan
bersama masyarakat dengan pemerintah daerah, kemirraan publik-swasca
dan program kemitraan internasional akan diminta untuk menyediakan

diperlukan kepemimpinan, inovasi dan pembiayaan untuk memajukan dan
mempertahankan usaha ini.
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Sémbutan Menteri Perikaﬁan dan Kelautan ‘

Terkait dengan semua itu, buku “Coral Governance” ini menawarkan suatu
kurikulum baru dalam sistem penata-kelolaan sumberdaya alam laut,
terutama terkait ekosistem terumbu karang dan diharapkan dapat dijadikan
pertimbangan dan acuan dasar dalam pengambilan keputusan para dosen di
tingkat daerah, nasional maupun regional.

Wassalamualaibum Warrabmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 1 Oktober 2013

Sharif C. Sutardjo

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia




Inisiasi penyusunan buku ini bermula dari sebuah pertanyaan penting yang
muncul dari komunitas tata kelola pesisir dan laut dan khususnya terkait
dengan kegiatan segitiga terumbu karang (Coral Triangle) di Indonesia
yaitu : “bagaimana kira mampu merespon ancaman keberlanjutan dari
ekosistem terumbu karang di Indonesia melalui pelestarian saat yang sama
kelestarian ckosistem tersebut dapat pula mensejahterakan masyarakar yang
tergantung langsung maupun tidak langsung dengan ekosistem terumbu
karang”. Dalam konteks itu lah maka jawaban terhadap pertanyaan tersebut
tidak dapat dilakukan hanya oleh satu dua pihak, namun harus merupakan
jawaban yang muncul dari usaha bersama semua pihak. Lebih khusus lagi,
jawaban tersebur harus berdasarkan pengetahuan ilmiah dari berbagai ilmu
pengetahuan (transdisiplin) yang adaptf dengan perkembangan masalah
empiris di dalam konteks ekosistem terumbu karang, baik dari aspek bio-
ekologi dan ckosistem terumbu karang, maupun aspek yang terkait dengan
dinamika sosial ekonomi masyarakat yang tergantung pada ekosistem terumbu
karang. Selain iru, dinamika ekologis dan sosial ekonomi tersebut harus
diantisipasi dalam sebuah kerangka pengelolaan yang menjamin keberlanjutan
ekosistem terumbu karang dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen penting
dari kerangka pengelolaan tersebut adalah sebuah bentuk rata kelola terumbu
karang (coral governance).

Coral Triangle Initiative (CTI) adalah sebuah inisatif regional yang
beranggotakan 6 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste,
Papua Nugini dan Solomon Islands. Inisiatif regional ini terkait dengan
pentingnya peran ekosistem terumbu karang yang secara geografis terletak di
wilayah 6 negara tersebut dan membentuk sebuah “segitiga terumbu karang”
(coral triangle). Pada tahun 2009, Deklarasi CTT dilaksanakan di Manado
untuk meningkatkan kerjasama antar pihak dalam konteks penguatan tata
kelola terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang rersebut. Indonesia
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scbagai negara yang memiliki luas terumbu karang sebesar 50.000 km?
adalah negara yang memiliki luas paling besar di antara ke-6 negara segitiga
terumbu karang. Hal ini membuat Indonesia memiliki posisi penting dalam
setiap pengambilan keputusannya. Dengan kaca lain, sudah seharusnya
Indonesia perlu memiliki komitmen yang lebih kuat di banding anggota
CTT lainnya khususnya dalam kaitannya dengan proses tata kelola terumbu
karang.  Proses dan dinamika tata kelola terumbu lkarang rersebut tidak
dapat dilepaskan dari pentingnya kolaborasi antara pengambil kebijakan dan
“civil society” yang terkait dengan tata kelola terumbu karang yaitu pengguna
sumberdaya dan ekosistem terumbu karang, komunitas sains dan lembaga
non-pemerintah. Kerangka jejaring sains-kebijakan (science-policy nerworks)
tersebut memerlukan informasi dan referensi yang dapart dijadikan dasar bagi
implementasi tata kelola terumbu karang secara praksis dan empiris. Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, maka NCC-CTI menginisasi penyusunan
sebuah dokumentas ilmiah dalam bentuk Buku Tata Kelola Terumbu Karang
(Coral Governance).

Sebagai sebuah proses transdisiplin, buku ini berusaha memuat semua aspek
yang terkait dengan rata kelola terumbu karang. Kami mengundang 18
penulis dengan berbagai latar belakang keilmuan maupun institusi untuk
berkontribusi dalam penulisan buku ini. Secara substansi, buku ini dibagi
menjadi 3 bagian. Bagian 1 memuat prinsip, teori dan paradigma tata kelola
sumberdaya laut khususnya tata kelola terumbu karang. Bagian ini cerdiri
dari 4 Bab yang memuat perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya
alam (Bab 1), kemudian diikuti dengan theoretical foundation dari rara kelola
sumberdaya khususnya terumbu karang (Bab 2), lalu dilanjutlcan dengan Bab
3 yang mengupas aspek bio-ekologi terumbu karang. Bagian ini diakhiri oleh
deskripsi analitik terkait dengan pemanfaatan ekoistem terumbu karang yang
dimuar pada Bab 4.

Bagian kedua buku ini adalah memuat aspek penting dari rata kelola terumbu
karang yaitu prinsip-prinsip tata kelola. Pada Bagian 2, aspek-aspek yang
terkait dengan prinsip dan pendekatan tata kelola terumbu karang diuraikan
dengan cukup rinci, dimulai dari pengelolaan perikanan karang berbasis
ekosistem (Bab 5), kemudian pendekatan bentang laur dalam konteks tata
kelola terumbu karang (Bab 6), dilanjutkan dengan Bab 7 tentang pendekatan
kawasan perlindungan laut dalam kerangka tata kelola rerumbu karang. Dalam
kerangka prinsip dan pendekaran ini, pada Bagian 2 juga dimuat bagaimana
pendekatan mitigasi sangat penting dalam tata kelola terumbu karang (Bab ),
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kemudian dilanjutkan dengan Bab 9 yang menguraikan tentang pendekatan
pengelolaan spesies langka dalam tata kelola terumbu karang. Bagian ini

diakhiri dengan pendekaran regional dalam konteks tata kelola terumbu
karang (Bab 10).

Bagian terakhir buku ini, yaitu Bagian 3 memuat metodologi dan dinamika
implementasi tara kelola terumbu karang yang dimulai dengan uraian tentang
peran forum multi-stakeholders dalam penguatan rara kelola terumbu karang
(Bab 11), kemudian diikuti dengan idenritikasi konflik dan resolusinya terkait
dengan tata kelola terumbu karang (Bab 12). Bab 13 menyajikan uraian
tentang potensi ekonomi terumbu karang, kemudian diikuti dengan uraian
tentang analisis mata pencaharian yang terkait dengan masyarakat pengguna
sumberdaya terumbu karang pada Bab 14, kemudian Bab 15 menyajikan
aspek desentralisasi dalam tata kelola terumbu karang, Bab 16 tentang
ketangguhan tata kelola kawasan terumbu dan diakhiri oleh Bab 17 tentang
sintesis jejaring sains-kebijakan dalam tata kelola terumbu karang,

Kami menyadari bahwa buku ini hanya sebuah titik awal yang tidak boleh
berhenti dari sebuah proses penguatan tata kelola terumbu karang secara
praksis dan empiris di Indonesia. Oleh karena itu kami mengundang banyak
pihak untuk terus menyempurnakan buku ini dalam edisi-edisi berikutnya.
Tata kelola terumbu karang memerlukan sebuah pendekatan komunikasi yang
efektif dan efisien dalam bentuk science-policy networks. Kami berharap melalui
buku ini komunikasi yang efisien dan efekeif antar pemangku kepentingan
dalam tata kelola terumbu karang dapat terwujud.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu proses
penyusunan buku ini dari mulai perencanaan awal sampai terbitnya buku
ini, yaitu para kontributor penulisan buku ini, Sekretariat NCC-CTT Ibu Tri
Iswari (Koordinator), Tomy Ganda Pratama, Rizki A. Yunanto, M. Faisal
Reza, dan IPB Press yang berkenan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini
bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Jakarta, 1 Oktober 2013

Editors
Vicror PH Nikijuluw
Luky Adrianto
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Identifikasi Potensi,
Analisis, dan Resolusi Konflik

Rilus A. Kinseng

Penda“uluan

Scjauh ini fakta empiris menunjukkan bahwa konflik sosial merupakan bagian
dari kehidupan umar manusia dalam interaksinya satu dengan yang lain.
Konflik dapat dijumpai pada setiap sistem sosial' dari tingkat yang terkecil
seperti antar dua orang yang bersahabat atau berpacaran, antar anggora
keluarga, antar anggota kelompok, hingga pada sistem sosial berskala makro
internasional misalnya antar bangsa. Seperti kata Lulofs dan Cahn (2000)
konflik merupakan “z facr of life”. Sosiolog Dahrendorf mengatakan, “Every
society dzﬂsp[ayf at every point dissensits and mnﬂict; social L‘Oﬁﬂicr is ubiquirow”
(Dahrendorf, 1963:162). Senada dengan itu, Sosiolog Georg Simmel
mengatakan bahwa: “An absolutely centripetal and harmonious group, a pure
unification’, not only is empirically unreal, it could show no real life process”
(Simmel, 1966:15). Selanjutnya dia katakan, “Jusr as the universe needs ‘love
and hare’, that is, attractive and repulsive forces, in order to have any form at all,
50 society, too, in order to attain a determinate shape, needs some quantitative
ratio of /mrmony and di.fhczrmmzy, of association and competition, af fa‘.wmél@
and unfavorable tendencies”. Demikian juga bagi sosiolog Karl Marx. Seperrti
dikatakan oleh Vago, “For Marx, conflict is a normal condition of social life
whose narure and variation are some of the most important things to be described
and analyzed by social science” (Vago, 1989:37). Pernyataan dari Karl Marx dan
Frederick Engels yang sangat terkenal terdapat dalam kalimar awal di buku
mereka yang juga sangat terkenal yaitu The Communist Manifesto adalah:

I Menurut Parsons, sebuah sistem sosial iru rerdiri dari pluralitas individual akror yang
berinteraksi satu sama lain. Pluralitas itu sendiri bisa berart dua atau lebih, sedangkan akcor
bisa berupa orang araupun kolekrivitas (Wallace and Wolf, 2006: 27).



r Coral Governance

“The history of all hiterto existing society is the history of class struggles.
Ereeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and
journeymen, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant oposition
10 one another, carried on an uniterrupted, now hidden, now open fight, a
fight that each time ended, cither in revolutionary reconstitution of sociaety
at large, or in the common ruin of the contending classes” (Marx and Engels,
1948/1991).

Pernyataan ini menekankan keberadaan konflik berupa perjuangan kelas
dalam sejarah kehidupan masyarakat. Mereka percaya bahwa konflik itu terus
ada sebelum terciptanya sistem komunis, kadang muncul ke permukaan,
kadang tersembunyi.

Belakangan ini masalah vang berkaitan dengan sumberdaya alam semakin
sering menjadi isu utama dalam konflik sosial?, seperti konflik antar nelayan,
konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang maupun kelapa
sawit, konflik antara masyarakat lokal dengan otoritas pengelola kawasan
konservasi, dsb. Beberapa tahun yang lalu MacNeill ez a/sudah memperkirakan
bahwa konflik mengenai sumberdaya dan lingkungan itu akan semakin parah
di masa yang akan datang. Mereka katakan “Conflict based on climate change,
environmental disruption, and warer and other resource scarcities could well become
endemic in the world of the future” (MacNeill et al., 1991:20)." Yang lebih
berbahaya, Homer-Dixon memperkirakan bahwa ke depan bukan sekedar
konflik saja yang meningkat sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya
alam, melainkan konflik kekerasan (violens conflict). Homer-Dixon (1999:4)
mengatakan: “...in coming decades the world will probably see a steady increase
in the incidence of violent conflict that is caused, at least in part, by environmental
scarcity”. Sejalan dengan itu, saya memprediksi bahwa ke depan konflik yang
berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan, termasuk terumbu
karang, kemungkinan besar akan semakin meningkat; dan lconflik tersebut
cenderung akan semakin bersifat konflik kekerasan jika tidak dibangun sistem
pengelolaan konflik yang efekif.

Untuk membangun sistem pengelolaan konflik yang efektif, rencunya kita
perlu memahami secara mendalam berbagai aspek dari konflik sosial it
sendiri. Bab ini diharapkan akan memberi kontribusi bagi upaya memahami

2 Konflik sosial yang isu utamanya adalah masalah sumnberdaya alam seringkali dikenal dengan
istilah “konflik sumberdaya alam”.
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konflik sosial, sekalipun sifatnya lebih sebagai “pengantar”. Utaian ini akan
diawali dengan pembahasa teori konflik yang lebih umum (grand theory),
kemudian diikuti dengan pembahsan isu-isu yang lebih bersifat aplikatif.

Teori Konflik

Teori konflik mempunyai pandangan tersendiri tentang masyarakat, Dalam
teori ini, masyarakat dipandang sebagai arena tempat orang, baik secara
individu maupun kelompok, memperjuangkan kepentingannya masing-
masing. Seperti dikatakan oleh Steven Vago, “Conflict theory assumes that
social behavior can best be understood in terms of tension and conflict between
groups and individuals. It suggests that society is an arena in which struggles over
scarce commodities take place” (Vago, 1989: 36).

Pandangan ini berbeda sekali dengan gambaran masyarakar yang ditampilkan
dan ditekankan oleh teori fungsionalisme. Dalam teori fungsionalisme,
masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian
(subsistem) yang saling terkait satu dengan yang lain. Teori fungsionalisme
juga menekankan kondisi masyarakat yang “normal” atau “equilibrium”;
jika ada gangguan pada suatu bagian, maka keseluruhan sistem sosial akan
menyesuaikan diri sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu kondisi
keseimbangan (normal) yang baru. Seperd kata Wallace dan Wolf, “Where
[functionalists see interdependence and unity in society, conflict theorists see an
arena in which groups fight for power, and the control of conflict simply means
that one group is able, temporarily, ro suppress its rivals” (Wallace and Wolf,
2006:68)

Pengertian Konflik

Para ilmuwan sosial telah membuat berbagai definisi konflik. Sebagai centoh,
Lewis Coser mengatakan bahwa “Social conflict. .. to mean a struggle over values
and claims to scarce status, power and resources in which the aims of the proponents
are to neutralize, injure or eliminate their rivals” (Coser, 1964: 8). Sementara
itu, Broom dan Selznick menjelaskan bahwa “When the clash of interests is so
keen that groups not merely compete for the same scarce goals but seek to injure
or even destroy each other, there is conflict...” (Broom and Selznick, 1973:48).
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Selanjutnya, menurut Boulding, konflik “is a situation of competition in
which the parties are aware of the incompatibility of potential future positions
and. in which each party wishes to occupy a position that is incompatible with
the wishes of the other” (Boulding dalam Oberschall, 1978:291), sedangkan
Fisher dkk mengatakan bahwa “konflik adalah hubungan antara dua pihak
atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa
memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, dkk, 2001). Selanjutnya,
Kriesberg mengatakan bahwa “a sacial conflict arises when two or wore persons
or groups manifest the belief that they have incompatible objectives” (Kriesberg,
2003:2). Sementara itu, Charon lebih menekankan pada perjuangan untuk
mendapatkan sesuatu yang bernilai. Dia mengatakan bahwa “Conflict means
the struggle by actors over something value” (Charon, 2001:79). Sebagai ahli
psikologi sosial, Pruice dan Rubin menekankan aspek persepsi dalam definisi
mereka. Mereka mengakatan “Bagi kami, konflik berarti persepsi mengenai
perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau sudtu kepercayaan
bahwa aspirasi pibak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan”
(Pruitt dan Rubin, 2004).

Menurut saya, konflil adalah relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai
olch pertentangan atau perselisihan dan kemarahan, baik dinyatakan secara
terbuka acaupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-
masing. Jika pertentangan atau perselisihan dan kemarahan itu terbuka, maka
ia merupakan suatu konflik terbuka, sementara iru, jika pertentangan atau
perselisihan dan kemarahan itu bersifat tersembunyi atau tertutup maka ia
masuk dalam kategori konflik laten. Selanjutnya, selain adanya rasa marah,
relasi sosial ini umumnya juga ditandai oleh rasa tidak senang bahkan benci
satu terhadap yang lain.

Dua “Aliran” Teori Konflik

Wallace and Wolf (2006) membagi teori konflik menjadi dua kelompok besar,
yakni perrama, “teori konflik dan kririk terhadap masyarakat” dan yang kedua,
“teori konflik dan sosiologi analitik”. Tokoh-tokoh pada kelompok pertama
melipudi Karl Marx dan para sosiolog Marxist modern, para pemikir mazhab
Frankfurt, C. Wright Mills, dan Pierre Bourdieu. Sementara itu, kelompok
vang kedua tokoh-tokohnya mencakup Ralf Dahrendorf, Lewis Coser, dan
Randall Collins. Kelompok pertama sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl
Marx, sedangkan kelompok yang kedua, meski juga dipengaruhi oleh Marx,
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tetapi pengaruh Max Weber lebih dominan. Berikut ini akan diuraikan
secara ringkas teori konflik Marx dan Dahrendorf sebagai contoh dari masing-
masing kelompok tersebut.

Dapat dikatakan bahwa teori konflik itu tidak dapat dipisahkan dari Karl
Marx (1818-1883). Seperti dikatakan oleh Wallace and Wolf, © Conflict theory
in sociology is ihe creation of Karl Marx. Indeed, Marxism and conflict theory
are sometimes discussed as though the rwo were synonymous” (Wallace and Wolf
, 2006:70).  Seperti terlihat dalam kutipan dari 7he Communist Manifesto
di atas, Marx menekankan pentingnya konflik kelas. Oleh sebab itu, untuk
memahami teori konflik Marx, haruslah dipahami pandangan Marx mengenai
kelas sosial itu sendiri,

Sebenarnya Marx sendiri tidak pernah membuat definisi kelas sosial itu secara
tegas (Hamilton and Hirszowicz, 1987:5). Namun demikian, umum nyasudah
dipahami bahwa yang dimalksud kelas sosiai menuruc Marx adalah kelompok
sosial yang terbentuk berdasarkan hubu ngan orang-orang dengan alat produksi
arau berdasarkan kepemilikan alat produksi. Seperti kata Dahrendorf, “For
Marx, the determinant of social classes was effective private property in the means
of production” (Dahrendorf, 1963:136). Senada dengan itu, Hamilton dan
Hirszowicz mengatakan bahwa: “For Marx, class is Sfundamentally a question of
relationship to the means of production and the place a person occupies in the social
organization of production” (Hamilton and Hirszowicz, 1987:5). Demikian
pula Wallace and Wolf menjelaskan bahwa bagi Marx “A class is made up of
people who are alike in their relationship to property: they have none, or they have
the same type” (Wallace and Wolf, 2006:82). Dengan demikian, maka pada
dasarnya ada dua kelas urama yang sangat penting dalam pandangan Marx,
yakni kelas yang memiliki alac produksi dan kelas yang tidak memiliki alat
produksi. Pada sistem kapitalis, kelas pemilik alat produksi tersebut adalah
kelas kapitalis, sedangkan kelas yang tidak memiliki alar produsksi adalah

kelas buruh (proletar).

Dalam pandangan Marx, kelas sosial yang berbeda itu secara intrinsik memiliki
kepentingan yang bertentangan (antagonis). Seperti dikatakan Wallace and
Wolf, Marxist theory argues that different classes inevitably have incompatible
interests because under systems of property ownership if one class makes economic
gains, it must be at the expense of another” (Wallace and Wolf, 2006:83). Hal
inilah yang menjadi sumber tetjadinya konflik kelas. Namun demikian, Marx
membedakan dua jenis kelas sosial. Pertama, kelas sosial secara “objekdif”,
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yakni kelas sebagai kumpulan orang berdasarkan hubungannya terhadap alag
produlksi. Marx mengatakan: “In so far as millions of families live under economic
conditios which separate their way of life, their interest, and their education from
those of other classes and oppose them to these, they constitute a class” (dikutip
oleh Dahrendorf, 1963:13). Kelas sosial jenis ini dikenal dengan berbagaj
sebutan seperti “class position” atau “class situation” atau “class in itself”. Erik
Olin Wright menyebutnya dengan istilah class structure (Wright, 1987:9).

Kelas sosial jenis yang pertama ini sebenarnya baru merupakan potensi bagi
terjadinya konflik kelas. Seperti dijelaskan oleh Dahrendorf, “ However, these
economic conditions of existence are not in themselves sufficient for the formation
of classes” (Dahrendorf, 1963:13). Marx sendiri bahkan mengatakan bahwa
“_.in so far the identity of their interests does not produce a community, national
association, and political organization-they do not constitute a class” (dikudp
oleh Dahrendorf, 1963:13).

Kedua adalah jenis kelas sosial yang telah memiliki kesadaran kelas atau
class consciousness. Kelas ini sangat penting dan seringkali dianggap oleh
kaum Marxist sebagai “kelas sosial yang sesungguhnya” atau yang disebut
Stavenhagen sebagai “class in the truest sense of the word (Stavenhagen,
1975:31). Kelas sosial jenis ini disebut “class for izself”. Sebenarnya, kelas sosial
jenis yang kedua inilah yang dimaksud oleh Marx ketika dia berkata bahwa:
“The separate individuals form a class only in so far as they have to carry on a
common battle against another class; otherwise they are on hostile terms with each
other as competitors” (dikutip oleh Coser, 1977:48). Stavenhagen menjelaskan
kedua jenis atau fase kelas ini dengan baik, sebagai berikur:

“There are, then, two consecutive phases in the development of class. In the first
phase, a class constitute a class only with respect to other classes, as a function
of its position in the socio-economic structure, and the specific relations that
grow out of this position. In the second phase, a class has gained consciousness
of itself, its interests, and of its historical ‘mission’, and constitutes a class ‘in

»

the truest sense of the word’. It is a political action group...” (Stavenhagen,

1975:51).
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Jonathan Turner (1998) telah meringkas teori konflik Marx pada level yang
abstrak dan disajikan dalam benrtuk proposisi. Proposisi tersebut dimulai
dengan kondisi yang memicu munculnya konflik kepentingan (proposisi
I) hingga perubahan strulcural akibar dari konflik kelas (proposisi VII).
Proposisi yang dikemukakan oleh Turner ini disajikan pada Tabel 1.

Berbeda dengan Marx, Ralf Dahrendorf berpendapar bahwa kepemilikan alac
produksi hanya merupakan salah satu fakror yang menjadi sumber konflik.
Menurur Dahrendorf, sumber konflik yang sesungguhnya adalah kekuasaan
arau otoritas. Kepemilikan alat produksi merupakan salah satu bentul
dari faktor determinan kelas dan konflik yang lebih umum, yakni otoritas.
“Authority is the more general social velation”, kata Dahrendorf (1963:137).
Selanjutnya dikatakan bahwa “7he authority structure of entire societies as
well as particular institutional orders within societies (such as industry)...is
the structural determinant of class formation and class conflics” (Dahrendorf,
1963:136). Dahrendorf berpandangan bahwa ada kecenderungan yang
melekat pada masyarakar untuk berkonflik; karena mereka yang memiliki
kekuasaan akan mengejar kepentingannya, sementara vang tidak memiliki
kekuasaan juga mengenjar kepentingannya. Padahal, kepentingan kedua
pihak ini bertentangan. Trulah yang menjadi sumber konflik. Oleh sebab
i, bagi Dahrendorf “Power is a lasting source of friction” (Wallace and Wolf,
2006:122). Meskipun dasar kelasnya berbeda, namun model kelas sosial
Dahrendorf ini juga bersifat “bipolar” atau “dua kurub” seperti model Marx,
vakni kelas yang memiliki otoritas dan kelas yang tidak memiliki otoricas.
Seperti dia jelaskan, ...classes are social conflict groups the determinant... of which
can be found in the participation in or exclusion from the exercise of authority
within any imperatively coordinated association” (Dahrendorf, 1963:138).
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Seperti terlihat pada kutipan di atas, bagi Dahrendorf konflik kelas itu terjadi
dalam organisasi sosial yang diseburt imperasively coordinated association (ICA).
Dan seperti dijelaskan oleh Turner (1998), unit sosial apapun, mulai dari
kelompok kecil hingga masyarakat secara keseluruhan dapat dianggap sebagai
[CA sepanjang  di dalamnya ada peranan yang memiliki kekuasaan atau
otoritas yang berbeda. Jonathan Turner (1998) membuat abstraksi dari teori
konflik Dahrendorf ini dalam bentuk proposisi seperti yang disajikan pada
Tabel 12.2.

Tabel 12.2. Abstraksi Poposisi Konflik Dahrendorf

. Konflik kemungkinan besar terjadi IV. Semakin rendah mobilitas antara
jika anggota ‘kuasi grup’ dalam 7CA kelompok super ordinat  dan
menyadari  kepentingan  objekiif subordinat, semakin intens konﬁ1k
mereka dan  membentuk grup  yang tt-fjdél ak
konflik, yang pada gilirannya V. Semakin tidak terpenuhl kondlsr
berkaitan dengan: teknis, polidis, dan sosial; semakm

brutal konflik yang terjadi.

A.  Kondisi teknis organisasi, yang
tergantung pada VI.Semakin depnvam distribusi
vewards kelompok yang tertindas
itu distribusi rewards bergeser ari
absolut ke relatif, semakin brutali?

konflik yang cerjadi.

1. Pembentukan
kepemimpinan di dlm
‘kuasi_grup’

2. Kodifikasi sistem ide

B. Kondisi politik, tergantung
apakah  kelompok dominan

VII. Semakin rendah kemampuan
kelompok yang bertikai untuk
memba_ngun kesepakatan aturan

mentolerir -~ pengorganisasian main, semakin brutal konflik 1 }Tang
kelompok vang berlawanan terjadi.
kepentingannya VIIL Semakin intens konflik "sema_km'

C. Kondisi sosial, yang tergantung
pada

1. Kesempatan bagi anggota

besar tingkat perubah )

dan reor gamsa‘s; }fang

IX. Semakin brural konﬂd{ semakm

'_gijktural

ktizsi grup untuk tinggi  keceparan petubahan
berkotitiaikac strukeural dan  reorganisasi yang
terjadi. -
2. Kesempatanuntukmerekrur / 7
anggota
II. Semakin tidak terpenuhi kondisi
teknis, politis, dan sosial tersebut,
semakin intens konflik yang terjadi.
1. Semakin terkait distribusi otoritas dan

rewards satu sama lain (superimposed),
semakin intens konflik yang terjadi.

Sumber: Turner, 1998
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Saya menemukan bahwa faktor penting yang mendorong tumbuhnya
kesadaran kelas maupun perjuangan kelas adalah adanya masalah atau “musuh
bersama”. Selanjutnya ada interaksi timbal balik arau dialektika yang terus
terjadi antara kesadaran kelas, perjuangan kelas dan “formasi kelas”. Secara
skemaris proses interaksi ini dapar dilihat pada Gambar 1.

Masalah
bersama

Kesadaran
kelas

Perjuangan Formasi

kelas kelas
Gambar 12.1. Dilektika antara masalah bersama, kesadaran kelas, perjuangan

kelas dan formasi kelas.

Selanjutnya akan dibahas secara ringkas mengenai fungsi positif dari konflik
sosial. Ini penting, mengingat banyak orang melihat konflik hanya dari sisi
negatifnya saja. Sebenarnya sejak semula banyak ahli konflik yang telah
menyadari bahwa sebenarnya konflik itu tidak hanya mempunyai dampak
negatif, tetapi juga dampak positif, sehingga dikenal istilah konflik destruktif
dan konflik konstrukrif. Pernyataan Simmel yang dikutip di bagian awal
tulisan ini merefleksikan hal tersebut. Salah seorang tokoh teori konflik,
Lewis Coser misalnya, membahas fungsi konflik sosial ini secara panjang lebar
dalam bukunya “7he Functions of Social Conflict” (Coser, 1964). Demikian
juga tokoh lainnya, Louis Kriesberg, membahas tentang “konstruktif konfik”
secara panjang lebar dalam bukunya “Constructive Conflicts” (Kriesberg,
2003). Jonathan Turner (1998) telah meringkas fungsi konflik sosial yang
dikemukakan oleh Lewis Coser tersebut seperti pada Tabel 12.3. berikut
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Tabel 12.3. Proposisi Coser mengenai Fungsi Konflik untulk Masing-masing
Kelompok yang Berkonflik

I.  Semakin brutal atau intens suatu konﬂlk sc:ma_km ia meyebabkan
A Jelasnya batas kelompok, '
B. Sentralisasi scrukrur pengambllan kepumsan
C. Solidaritas anggora,

D. Penckanan terhadap pembangkang dan yang menyimpang, serta
menguatkan konformitas [elhadap nilai dan norma.

1L Semakin suatu konflik antar plhak mendorong pusat  kekuasaan
memaksakan konformitas dalam kelompok, semakin besar akumulasi
- permusuhan, dan semakin besar kemungkinan konflik internal muncul

ke permukaan dalam jangka panjang.

Sumber: Turner, 1998

Tabel 12.4. Proposisi Coser mengenai Fungsi Konflik untuk Sistem Sosial
Secara Keseluruhan
1 Semalkin terdiferensiasi dan saling tergantung  secara fungsional satu sama

lain bagian-bagian dalam suatu sistem sosial, semakin besar kemungkinan
konflik iru sering terjadi tetapi dengan intensitas dan kebrutalan yang

rendah.

1L Semakin rendah intensitas dan “kebrutalan konflik, semakin besar
kemungkinan konflik menyebabkan:
A. Peningkatan inovasi dan kreativitas unit-unit suatu sistem sosial,

B. Pelepasan permusuhan sebelum ia mempolarisasi unit-unit suatu sistem
sosial, :

C. Mendorong tumbuhnya aturan normatif hubungan konflik,
D. Peningkatan kesadaran akan isu-isu realistik,
E. Peningkatan jumlah koalisi asosiatif anatara unit-unit sosial.
I Semakin suatu itu konflik mendorong butir II-A sampai [I-E tersebut, maka
semakin besar tingkat integrasi sosial internal sistem secara keseluruhan dan

semakin besar kapasitasnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan
ekrernal.

Sumber: Turner, 1998

Sejalan dengan itu, Engel and Korf (2005) mengatakan bahwa konflik itu
bisa mempunyai ouscomes yang konstrukeif dan positif, tergantung bagaimana
orang menanganinya. Menurur mereka, konflik dapat memperjelas kebijakan,
institusi dan proses yang mengatur akses terhadap sumberdaya alam. Sejalan
dengan pemikiran Marx, Dahrendorf dan yang lain, Engel dan Korf juga
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mengatakan bahwa konflik sosial merupakan kekuaran yang mendorong
perubahan sosial, termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam. Mereka
mangatakan: “Conflict can be a creative, constructive force for improving narural
resource management if’ people learn the skills to analyse and manage it in q
constructive and participatory manner” (Engel and Korf, 2005:306).

Identifikasi Potensi Konflik

Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, konflik merupakan bagian dari
kehidupan atau interaksi sosial. Olch sebab itu, maka diperlukan kemampuan
untuk “hidup berdamai dengan konflik”, artinya kita harus mampu hidup
“bersama” atau “berdampingan” dengan konflik. Yang perlu dilakukan
adalah mengelola konflik dengan baik, agar ia tidak bersifar descrukeif, Dalam
rangka mengelola konflik ini, salah satu yang sangat penting untuk dilakukan
adalah mengidentifikasi potensi konflik yang ada. Dalam tulisan ini, istilah
“potensi konflik” sama artinya dengan konflik laten. Ini sejalan dengan
Kriesberg (2003:3) yang menggunakan istilah “objective, latent, underlying, or
potential conflics” untuk relasi tertentu yang belum menjadi konflik manifes.
Demikian juga Engel and Korf (2005:38) mengatakan bahwa: © When conflict
is not open but is a potential threat, it is described as being latent”. Dalam upaya
mengidentifikasi atau mendeteksi potensi konflik atau konflik laten ini,

pertama-tama alcan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kategorisasi konflik.

Kategorisasi Konflik

Kareporisasi konflik yang dimaksud di sini adalah peng olongan konflik ke
g yang pengg g
dalam berbagai tipe atau jenis konflik. Kita seringkali mendenear berbagai
& P J & 5 &
sebutan tentang konflik, seperti konflik laten, konflik etnis, konflik agama,
konflik komunal, konflik horizontal, konflik descrukeif, konflik budaya, dan
sebagainya. Jenis atau tipe-tipe konflik ini tentunya dibuat berdasarkan dasar
tertentu, yang bisa sangat berbeda satu sama lain. Berikur ini adalah beberapa
dasar pengeolongan atau kategorisasi konflik, yang meneghasilkan berbagai
feass g g yang g &
jenis konflik yang sering kita dengar atau baca tersebut.

1. Pihak atau “aktor” yang berkonfik.

Penggolongan atau kategorisasi konflik dapat dilakukan berdasarkan
pihak atau aktor yang berkonflik. Istilah konflik etnis dan konflik
agama, misalnya, bisa saja merujuk pada jenis konflik berdasarkan pihak

14h
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vang berkonflik ini. Jika ini yang dimaksud, maka konflik etnis merujuk
pada konflik yang terjadi antara dua atau lebih etnis yang berbeda
(misalnya antara etnis X dan etnis Y); sedangkan konflik agama adalah
konflik yang terjadi antara pemeluk dua arau lebih agama yang berbeda
(misalnya antara pemeluk Agama X dan Agama Y). Konflik komunal
juga merujuk pada pihak yang berkonflik, biasanya antara satu kelompok
atau komunitas tertentu dengan kelompok atau komunitas yang lain.

Isu atau “substansi” konflik.

Konflik dapat pula dikategorisasi berdasarkan isu atau “substansi” masalah
yang memicu konflik tersebut. Penyebutan “konflik budaya”, misalnya,
cenderung merujuk pada konflik yang disebabkan persoalan budaya.
Demikian juga dengan istilah konflik sumberdaya dan konflik ekonomi.
Di kalangan nelayan, istilah konflik penguasaan wilayah tangkap (fishing
ground) merupakan tipologi konflik yang dibuat berdasarkan isu arau
substansi konflik, sedangkan istilah konflik teknologi atau "perang alat
rangkap” (“gear wars”) bisa sekaligus merujuk pada isu dan pihak yang

berkonflil.

Posisi pihak yang berkonflik.

Istilah  konflik vertikal dan horizontal merupakan penggolongan
konflik berdasarkan posisi para pihak yang berkonflik. Konflik vertikal
merujuk pada jenis konflik yang terjadi antara pihak “bawah” misalnya
masyarakat atau para buruh, dengan pihak “atas” misalnya pemerintah
atau perusahaan besar. Semenrara itu, konflik horizontal merujuk pada
konflik antara pihak yang posisinya sama, misalnya antara sesama warga
masyarakat atau sesama buruh.

Akibat atau dampak konflik.

Konflik juga bisa digolongkan berdasarkan akibat atau dampaknya.
Berdasarkan akibat atau dampaknya, ada dua jenis konflik yaitu
konflik konstrukeif dan destrukdf. Memang sebenarnya tidak mudah
mendefinisikan mana konflik yang konstrukeif dan mana yang destrukdif.
Namun dapat dikatakan bahwa secara konseprual, konflik konstrukeif
adalah konflik yang “berfungsi positif” seperti kata Lewis Coser dan lain-
lain. Sebaliknya, konflik destrukdif adalah konflik yang mengakibatkan

kerusakan bahkan kehancuran, baik harta benda maupun jiwa manusia.
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Tahapan konflik.

Kita sering juga mendengar atau membaca istilah konflik laten dan
konflik terbuka. Kategorisasi konflik ini ses ungguhnya dibuat berdasarkan
tahapan konflik, ditinjau dari tingkat keterbukaannya. Konflik laten
adalah konflik yang masih tertutup atau tersembunyi. Adanya potensi
konflik atau kondisi yang dapat memicu konflik juga merupakan bentul
konflil laten. Engel dan Korf (2005:38) mengatakan bahwa: “Whex
conflict is not open but is a potential threat, it is described as being laten:;
there may be smoke, but there is no visible fire. Lavent conflict refers to social
tensions, differences and disagreements that are bidden or undeveloped’.
Sementara itu, konflik terbuka adalah konflik yang sudah terjadi secara
terbulka.

Dalam mengidentifikasi potensi konflik, dasar kategorisasi konflik yang
digunakan perlu dipahami dengan baik, khususnya perbedaan antara
kategori berdasarkan pihak atau aktor yang berkonflik dengan isu atau
substansi yang menjadi masalah konflik tersebut. Pemahaman ini sangat
berkaitan dengan strategi pengelolaan konflik yang akan dilakukan
nantinya. Sebagai contoh, penyebutan “konflik agama” sebenarnya bisa
merujuk pada dua jenis konflik yang sangat berbeda. Pertama, ia bisa
merujuk pada kategorisasi konflik berdasarkan pihak atau aktor yang
berkonflik. Jika ini yang dimaksud, maka istilah konflik agama adalah
konflik yang terjadi antara pemeluk agama yang berbeda; sedangkan
isu atau substansi dari konflik itu bisa saja bukan masalah agama, tetapi
masalah ekonomi, politik, dsb. Kedua, istilah konflik agama bisa juga
dibuat berdasarkan isu atau substansi dari konflik tersebut. Dalam hal
ini istilah “konflik agama” merujuk pada konflik yang isu atau substansi
pemicu konfliknya berkaitan dengan ajaran agama. Kedua jenis “konflik
agama” ini sangat berbeda, dan pengelolaan serta penyelesaiannya
tentunya berbeda pula.

Tahapan Konflik

Umumnya konflik itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses

yang kadangkala cukup panjang. Beberapa ahli telah membuat tahapan-

rahapan konflik. Engel and Korf (2005) menggambarkan tahapan ko

konfiik

mulai dari laten, muncul ke permukaan hingga kekerasan (violent) seperti

disaj
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Gambar 12.2. Tahap-tahap Konflik.
Sumber: Engel and Korf, 2005

Sementara itu, Fisher dkk (2001) membagi tahapan konflik menjadi lima
tahap, yakni: prakonflik, konfrontasi, krisis, akibar, dan pascakonflik.

Prakonflik merupakan periode dimana terdapar ketidaksesuaian sasaran
dianrara dua pihak atau lebih, schingga akan menimbulkan konflik. Pada
tahap ini mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak
dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. Fase ini
nampaknya sama dengan fasc konflik laten pada tahapan yang dibuat oleh

Engel and Korf.

Konfrontasi merupakan periode dimana konflik menjadi semakin terbuka.
Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya
mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfronratif lainnya. Kadang
pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diancara kedua
pihak. Hubungan diantara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah
pada polarisasi diantara para pendukung masing-masing pihak.

Kiisis merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan
terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang,
kerika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara
kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung
menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.
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Akibaf. Dalam periode ini, satu pihak mungkin menaklukkan pihak yang
lain, atau melakukan gencatan senjata. Satu pihak mungkin menyerah.
Kedua pihale mungkin setuju bernegosiasi. Satu pihak yang memiliki
otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua
pihak menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan,
konfrontasi dan kekerasan pada rahap ini agak menurun, dengan kemungkinan

adanya penyelesaian.

Pascakonflik. Pada periode ini konflik diselesaikan dengan mengakhiri
berbagai konfrontasi kelerasan, ketegangan berkurang dan hubungan
mengarah ke lebih normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan
masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan
tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi

prakonfik.

Pandangan mercka ini menunjukkan bahwa konflik itu bisa berupa siklus,
dimana penyelesaian konflik pada tahap pascakonflik sebenarnya bisa kembali
lagi menjadi tahap prakonflik. Halini sejalan dengan pemikiran Louis Kriesberg
(2003), yang mengarakan bahwa tahap-tahap konflik itu merupakan sebuah
siklus. Menurut dia, penyelesaian suatu konflik dapat menjadi basis (dasar)

bagi konflik berikutnya, seperti terlihat pada Gambar 3.

SIKLUS KONFLIK “
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Gambar 12.3. Siklus Konflik
Sumber: Kriesberg, 2003.

3 Sehagai catatan, saya merasa penggunaan istilah “akibar” sebagai tahapan konflik tidak tepat.
Akibat konflik lebih merujuk pada dampak dari konflik itu atau konsekwensi konflik istilzh
Kriesberg, bisa positif {lonflik konscrukeif) bisa pula negatif (konflik descruktif).
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Menurut Engel and Korf (2005), konflik dapat muncul secara gradual, atau
berkembang secara cepat sebagai respon terhadap beberapa kejadian yang
penting. Ketika perbedaan meningkat dan semakain intensif, konflik laten
akan berubah menjadi manifes. Selanjutnya, konflik manifes ini mungkin
akan berkembang dan mengalami eskalasi sehingga mencapai tahap konflik
kekerasan.

Menurut Engel and Korf (2005), konflik dapat menjadi keras (brutal)
ketila:

¢ Tidak ada saluran yang memadai untuk dialog dan ketidak-sepakatan,

*  Suara-suara yang berbeda dan keluhan-keluhan yang tertanam mendalam

tidak bisa didengar,

*  Ada ketidakstabilan, ketidakadilan dan ketakutan dalam masyarakat atau
komunitas yang lebih luas,

*  Orang beranggapan ada insentif atau keuntungan dari kekerasan.

Menurut saya, konflik kekerasan seringkali terjadi karena berbagai upaya
damai (“jalan damai”) mengalami kebuntuan atau tidak menghasilkan
penyelesaian yang dapat diterima terutama oleh pihak yang merasa dirugikan.
Sebagai contoh, konflik kekerasan antara nelayan “modern” dengan nelayan
“tradisional” di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang saya teliti terjadi setelah
berbagai upaya penyelesaian damai mengalami kebuntuan (lihat Kinseng,
2011). Halini sejalan dengan pendapat White (1989) yang mengatakan bahwa
dukungan dan keterlibatan seseorang dalam kekerasan politik merupakan
hasil dari keputusan yang secara sadar dibuat oleh orang tersebut, ketika dia
merasa bahwa protes damai itu sia-sia belaka (White, 1989:1297).

Menurut Engel and Korf (2005) idealnya konflik harus dikelola dengan tepar
ketika masih pada tahap laten, sebelum ia pecah ke permukaan dan mengalami
eskalasi menjadi konflik kekerasan. Menurut mereka, ketika konflik mencapai
tahap manifes, ia bisa tertahan pada kondisi “tidak ada yang menang atau
kalah” (stalemate) dimana masing-masing pihak yang terlibat menolak untuk
mengubah posisi mereka, atau konflik bisa juga berkembang menjadi tidak
terkontrol melalui tindakan-tindakan kekerasan.

Mendeteksi Konflik Laten Secara Cepat

Untuk bisa mengelola konflik pada tahap laten ini, tentu saja diperlukan
kemampuan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi potensi konflik atau
konflik laten tersebut. Jika merujuk pada teori konflik Marxian, maka adanya

Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik ‘
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“kelas sosial” merupakan potensi konflik yang besar. Dasar kelas sosial inj
adalah “relasi terhadap alat produksi” atau “relation o the means of production®
yang menghasilkan dua kelas utama, yakni kelas pemilik dan kelas buruh.
Selain itu, kaum Neo-Marxis seperti Erik O.Wright menjelaskan bahwa kelas
sosial juga bisa dibuat berdasarkan “penguasaan aset produksi” dan jumlah
tenaga kerja schingga menghasilkan empat kelas soasial yakni kapitalis, smai/
employers, petty bourgeoisie, dan wage-earner (Wright, 1987). Mengadopsi
pemikiran kaum Neo-Marxis ini, saya membagi nelayan di Balikpapan
menjadi empat kelas sosial, yakni nelayan kapitalis, nelayan menengah,
nelayan kecil, dan buruh nelayan (Kinseng, 2011). Di kalangan para nelayan
sendiri, penggolongan nelayan ke dalam kelas “nelayan kecil” atau “nelayan
tradisional” dan “nelayan besar” atau “nelayan modern” merupakan hal yang
sudah dikenal luas. Dan perlu diingat, di Indonesia konflik yang terjadi
antara kelas “nelayan kecil” versus “nelayan besar” cukup sering terjadi,
misalnya konflik antara nelayan kecil dengan “nelayan #raw/” pada masa silam
atau ataau konflik antara “nelayan tradisional” dengan “nelayan modern” di
Balikpapan (Kinseng, 2011). Dengan demikian, jika ditemukan kelas sosial
nelayan berbasis “penguasaan alat produksi” semacam ini, maka ia merupakan
suatu potensi konflik atau konflik laten yang harus diwaspadai.

Selanjutnya, konflik perikanan seringkali terjadi antara para nelayan yang
menggunakan alat tangkap yang berbeda, sekalipun mereka sebenarnya bisa
dikatakan “satu kelas” jika dilihat dari penguasaan alat produksi. Konflik
sosial ini dikenal dengan berbagai istilah seperti “konflik alar rangkap” atau
“konflik teknologi” atau “perang alat tangkap” (gear wars). Ini memang salah
satu kekhasan komunitas nelayan, yaitu adanya kelompok-kelompok sosial
yang berbasis jenis alat tangkap. Merujuk pada teori konflik Dahrendorf,
kelompok-kelompol sosial ini merupakan “quasi group” yang setiap waktu
bisa berubah menjadi “conflict group” manakala ada pemicunya. Kekhasan
komunitas nelayan lainnya adalah bahwa pada dasarnya persaingan dalam
mengeksploitasi sumberdaya perikanan itu terjadi antar (para) nelayan di
satu perahu tangkap dengan (para) nelayan di perahu tangkap yang lain atau
“persaingan antar perahu” nelayan. Keadaan ini semakin mempermudah
terjadinya konflik antara nelayan terscbut. Adanya alat tangkap yang berbeda
cara penggunaannya, khususnya alat tangkap yang menetap dan alar rangkap
yang “berjalan” (ditarik) sangat penting diperharikan, karena hal ini seringkali
memicu konflik antara nelayan. Dengan demikian, adanya kelompok-
kelompok nelayan berdasarkan jenis alat tangkap yang berbeda merupakan
suatu potensi konflik yang penting.
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Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Dahrendorf berpendapat bahwa
kekuasaan atau otoritas merupakan sumber konflik dalam sebuah organisasi
sosial (/{CA). Organisasi sosial (/CA) ini mulai dari skala kecil hingga
skala besar yaitu masyarakat atau negara, sepanjang di dalamnya ada pihak
yang memiliki kekuasaan atau otoritas dan ada pihak yang ridak memiliki
kekuasaan atau otoritas. Merujuk pada pandangan Dahrendorf ini, maka
dalam pengelolaan terumbu karang, adanya pihak-pihak yang mempunyai
kewenangan atau otoritas dan pihak-pihak yang tidak mempunyai otoritas
dalam pengelolaan terumbu karang tersebut merupakan suatu potensi
konflik. Selain masalah “perebutan kekuasaan” atas sumberdaya perikanan
itu, masalah akses pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut juga menjadi
isu penting yang dapat memicu konflik antara kedua belah pihak di sini.

Sejalan dengan itu, potensi konflik dapat pula dideteksi berdasarkan isu pemicu
konfliknya. Dalam pengelolaan sumberdaya alam, termasuk terumbu karang,
isu yang paling dominan adalah akses terhadap sumberdaya alam tersebut.
Berbagai konflik agraria dan konflik nelayan di Indenesia hampir seluruhnya
menyangkut isu akses terhadap lahan atau sumberdaya perikanan. Pada
umumnya konflik-konflik tersebut terjadi karena ada kelompok masyarakat
yang tereksklusi arau tidak mendapat akses terhadap sumberdaya alam.
Kemungkinan pecahnya konflik, dan cenderung berupa konflik kekerasan,
akan semakin besar manakala kelompok masyarakat yang tereksklusi tersebut
adalah mereka yang semula memiliki akses terhadap sumberdaya alam
itu, tetapi kemudian tergusur atau dilarang untuk mengkases sumberdaya
alam tersebut. Dengan demikian, adanya proses cksklusi suatu kelompok
masyarakat dari sumberdaya perikanan baik oleh pihak pemegang otoritas,
oleh “kelas atas” maupun oleh sesama kelompok masyarakat, merupakan
satu potensi konflik yang signifikan. Proses eksklusi ini bisa terjadi akibat
penerapan suatu kebijakan, misalnya penetapan kawasan konservasi di wilayah

tangkap nelayan.

“Indikator” untuk mendeteksi konflik laten yang diuraikan di aras dapat
dikatakan lebih bersifat “objektif”, karena merupakan gejala-gejala sosial atau
“fakta sosial” yang dapat diamati. Selain itu, gejala sosial yang lebih bersifar
“subjektif” penting pula dihimpun untuk mendeteksi potensi konflik. Seperti
diketahui, konflik berkaitan erat dengan soal persepsi dan perasaan. Seperti
dikemukakan sebelumnya, masalah persepsi dan perasaan ini juga ditekankan
dalam pengertian konflik yang dikemukakan oleh Fisher dkk (2001) maupun
Pruict dan Rubin (2004). Bagaimana cara orang membingkai (framing) atau
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“mendefinisi situasi” dapat menyebabkan konflik. Persepsi negatif suaty
kelompok tentang kelompok yang lain, atau perasaan dieksploitasi, misalnya,
seringkali menjadi pemicu konflik. Konflik seringkali pecah karena ada pihak
yang merasa tidak adil atau “dilecchan harga diri”. Di wilayah Kepulauan
Seribu, misalnya, sekelompok nelayan yang menggunakan alat tangkap
muro ami merasa tidak adil karena mereka dilarang masuk ke zona tertenty,
sedangkan para pemandu wisata diperbolehkan membawa wisatawan ke zona
tersebut (Erwiantono, 2013). Dengan demikian, sebenarnya ada konflik
laten antara para nelayan tersebut dengan para pemandu wisata maupun
pihak yang berwewenang,

Dari uraian ini, nampak bahwa indikator yang bersifac subjekeif atau dimensi
psikologis ini sangat penting untuk dideteksi. Adanya sikap dan perasaan
negatif sekelompok orang terhadap pihak yang lain, apalagi jika ia menyebar
luas di kalangan anggota masyarakat, merupakan potensi konflik atau konflik
laten yang perlu diperharikan.

Analisis Konflik

Fisher dkk (2001) memandang bahwa analisis konflik merupakan suatu proses
praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut
pandang. Pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi
dan merencanakan tindakan. Analisis konflik dapat. dilakukan dengan
sejumlah alat bantu dan teknik yang sederhana, praktis dan sesuai. Sementara
itu, Antonia Engel dan Benedikt Korf (2005) mengatakan bahwa analisis
konflik itu perlu dilakukan karena ia dapat membantu untuk:

mengklarifikasi dan membuar prioritas isu-isu yang perlu disclesaikan,
e mengidentifikasi dampak konflik,

»  mengidentifikasi akar penyebab dan fakror yang berkontribusi pada
konflik untuk menentukan respon yang tepat,

memahami motivasi dan insentif para pihak melalui pemahaman terhadap
kepentingan, kebutuhan dan pandangan mereka tentang konflik,

»  memahami sifat hubungan diantara para pihak, termasuk kesediaan dan
kemampuan mereka bernegosiasi satu sama lain,

*  mengidentifikasi informasi yang ada mengenai konflik dan informasi apa
yang diperlukan lebih lanjut,
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*  mengevaluasi kapasitas institusi-institusi dan praktek pengelolaan konflik
yang ada dalam menangani konflik,

* membangun hubungan baik dan pengertian diantara para pihak, dimana
mungkin,

* meningkatkan ketrampilan menyelesaikan masalah dan analisis para
pihak dalam menangani konflik yang ada pada saat ini maupun masa
yang akan datang (peningkatan kapasitas merupakan bagian penting dari
analisis konflik partisipatif),

*  meningkatkan pemahaman keterkaitan antara konteks sosial, politik dan
ckonomi yang lebih luas dengan konflik pemanfaatan sumberdaya.

Selanjutnya, menurut Engel dan Korf (2005), prinsip-prinsip penuntun
analisis konflik adalah sebagai berikur:

1. Suatu analisis konflik mesti berbasis pada pandangan yang luas mengenai
sumber-sumber konflik. Konflik adalah tentang persepsi dan makna
yang diberikan orang terhadap kejadian, kebijakan dan institusi.

2. Suartu analisis konflik membantu para pihak untuk mempertimbangkan
kembali pandangan mereka, yang seringkali sangat dipengaruhi oleh
emosi, kesalah pahaman, asumsi, kecurigaan dan ketidak percayaan.
Dalam situasi konflik, emosi dapat dengan mudah menucupi logika
dan nalar. Karena itu perlu membedakan antara opini dengan fakea.
Menyeimbangkan antara emosi dan penalaran merupakan aspek penting
dari pengelolaan konflik, hukan karena fakta lebih penting dari persepsi
atau perasaan, tetapi karena para pihak menghadapinya dengan cara yang

berbeda.

Transformasi cara pandang ini penting untuk menciptakan ruang bagi
kolaborasi dalam pengelolaan konflik. Ia merupakan langkah penting
untuk meninggalkan posisi yang kaku dan tidak fleksibel terhadap
upaya mencari kemungkinan kepentingan bersama. Ini merupakan hasil
analisis yang penting, yang akan menentukan jalan mana yang terbuka
bagi negosiasi dan mengidentifikasi kebutuhan atau tujuan bersama yang
dapat dipenuhi melalui kolaborasi.

3. Analisis konflik mesti mengkaji konteks pembangunan yang lebih luas
(sosial, ekonomi, politik) dan tidak hanya memperhatikan masalah
pengelolaan sumberdya alam.
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Box

Setiap analisis konflik bersifatawal (preliminary) dan harus disempurnakan
dan dikaji secara saksama seiring dengan berlangsungnya proses.

Analisis konflik tidak berakhir pada dirinya sendiri. Ia merupakan bagian
dariproses menentukan dan belajar tentangisu-isu (peningkatan kapasitas).
Agar proses belajar ini terjadi, analisis konflik harus dilaksanakan dengan
cara yang partisiparif. Melalui pertukaran informasi, kemungkinan besar
orang akan fokus pada masalah yang riil dalam proses negosiasi.

Adalah penting untuk mengetahui apa yang perlu untuk diketahui. Tipe
dan jumlah informasi yang diperlukan dari analisis konflik bervariasi dari
satu kasus ke kasus Jainnya. Sementara ada asumsi bahwa lebih banyak
informasi adalah lebih baik, tetapi sebenarnya tidak semua informasi
relevan, dapat dipercaya dan berguna.

1. Pertanyaan Kunci untuk Membantu Analisis Konflik
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Sumber: Engel and Korf (2005)

Alat-alat dalam Analisis Konflik

Menurur Enegl and Korf, konflik dapat dianalisis dengan bantuan alat-alac
yang sederhana, praktis dan dapat diadaptasi. Berikut adalah alat bantu
analisis konflik yang dikemukakan oleh Engel dan Korf.

Tabel 12.4. Alat Analisis Konflik
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Tabel 12.4. Alat Analisis Konflik (lanjutan)

u Sementara itu, Fisher dkk (2001) mengemukalan ada sembilan alat analisis
kenflik, yakni:

Penahapan konflik

Ururan kejadian

Pemetaan konflik

Segitiga SPK

Analogi bawang bombay (atau donar)

Pohon konflik

2!
2
4.
5.
6.
7. Analisis kekuatan konflik
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8.
9.

Berikur ini akan diuraikan secara ringkas hanya empar alat bantu saja dari
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Analogi pilar

Piramida.

sembilan alat bantu analisis konflik tersebut. Saya memilih empat alat bantu
ini yang menurut hemat saya lebih sederhana namun sangat menolong untuk
memahami dan mengelola konflik.

1. Penahapan konflik.
Seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu, Fisher dik menjelaskan
ada lima tahap konflik, yakni prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan
pascakonflik. Dijelaskan bahwa konflik itu berubah setiap saar, melalui
berbagai tahap akdivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang
berbeda. Tahap tahap ini penting sekali diketahui dan digunakan bersama
alat bantu lain unruk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang
berkairan dengan masing-masing tahap konflik.
 TAHAP- TAHAP-TAHAP KONFLIK DI TAHAP-TAHAP KONELIK DI TESO,
R UGANDA TENGAH DAN UGANDA UGANDA
KONFLIK (CONTOH 1 BAGIAN BARAT v
DARI UGANDA). . { . GARIS PUTUS-PUTUS)
‘ GARIS SAMBUNG)
A KRISIS KRISIS
. *, AKIBAT
KONFRONTAS] KowFRONTAS! .

“...  PASCAKONFLIK

AR TP .

e
=
=
S PRAKONFLIK - % PASCAKONFUIK
— PRAKONFLIK
<
= ! | ! | |
o T T 1 : -
(i} a :
1980 1984 1988 1992 1996

Gambar 12.4. Contoh Penahapan Konflik
Sumber: Fisher dkls, 2001

Urutan kejadian.

Alat bantu ini sederhana saja; ia berupa grafik yang menunjukkan urutan
kejadian secara krolologis dalam rentang waktu bisa tahun, bulan arau
hari.  Dijelaskan oleh Fisher dkk bahwa tujuan penggunaan ururan
kejadian ini bukanlah untuk mendapatkan sejarah kejadian yang “benar”
arau “objekdif”, tetapi untuk memahami pandangan orang-orang yang
terlibat dalam suatu konflik.

359



Coral Governance

1. URUTAN KEJADIAN (CONTOH 3 DARI UGANDA}.

Ke1aAnun-KEIADIAN MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT TEQJ

Menarik mundur para tentara Teso

NRA melucuti senjata milisi lokal Teso

Perampasan temak Karamojong

Bekas tentara di Tese membentuk tentara
pemberontak

'Masyarakal pindah ke kota atzu meninggalkan
daershnya, untuk menghindari pertikaian

Tentara-tentara pemerintah mengumpulkan
masyarakat di tempat tawanan

¢ kekurarigan makanan, air

¢ masyarakat dipaksa melaporkan tentang para
1 pemberontak

Para sesepuh Teso raenghubungi "anak-anak’
mereka di kalangan tentara pemberontak untuk
herusaha menghentikan pertikaian

Para pemberontak menghentikan pertikaian
demi kebatkan masyarakat mereka

: -1-3@

Kiianlan—ke IADIAN MENURUT PANDANGAN PEMERINTAY Usangy

Tentara Pertahanan Nasional (NRA) merebut
Kampala, membentuk pemerintsh baru

NRA bertemu dengan milisi di Teso

NRA melanjutkan perlawanan di Utara

Pemerintah mengirimkan tentara ke Teso unﬁ'zk
menghentikan pemberontakan ;

Para Menteri Negara berusaha untuk mienengahi
dan diculik oleh para pemberontak (satu ter=
bunuh)

Para pemuka gereja berusaha menenah
pemerintah dan para pemberontak

Para pemberontak menyerah

Gambar 12.5. Contoh Ururan Kejadian Konflik
Sumber: Fisher dklc, 2001

3. Pemetaan konflik.

Pemeraan konflik merupakan teknik untuk menggambarkan konflik

secara grafis; mencakup pihak-pihak atau akror yang terlibat dalam konflik

dan hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Hubungan

antar pihak ini meliputi hubungan konflik maupun kolaborasi atau

kerjasama.
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PEMETAAN

~ KONFLIK.

CONTOH PETA DASAR
SUATU KONFLIK

Identifi

kasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik ‘

KUNCI: Dalam pemetaan, kami menggu'nakamkaidah—kaidah tertenitu. Anda mungkin ingin membuat kaidah anda

sendiri.

LINGKARAN MENANDAKAN PIHAK-
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM STUASE
UKURAN RELATIF=KEKUASAAN TER-
HADAP [SU

GARIS LURUS MENANDAKAN HUBUN-
BAN YANG AGAK DEKAT

GARIS PENGHUBUNG GANDA MENAN-
DAKAN SUATU ALIANSL

GARIS PUTUS-PUTUS MENANDAKAN
HUBUNGAN TIDAK RESHI ATAU SEMEN-
TARA

TANDA PANAH MENANDAKAN ARAH
UTAMA SUATU PENGARUH ATAU
KEGIATAN

GARIS TURUN-NAIK (SEPERT! BOLA
LAMPU) MENANDAKAN PERSELISIHAN,
KONFLIK

GARIS GANDA YANG MENYILANGI GARIS
TUNGGAL MENANDAKAN PUTUSNYA
SUATU HUBUNGAN

s
B 23

KOTAK SEGIEMPAT MENANDAKAN 15U
15U, TOPIK-TOPIK ATAU HAL-HAL LAIN
SELAIN ORANG

BAYANGAN YANG BESAR MENUNJUXKAN
PIHAK-PIHAK LUAR YANG MEMILIKI
PENGARUH NAMUN TIDAK TERLIBAT
SECARA LANGSUNG.

Gambar 12.6. Contoh Pemeraan Konflik

Sumber: Fisher dkk, 2001
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4. Pohon konfik.

Alatini digunakan untuk memahami konflik dengan cara menggolonglkan
persoalan konflik menjadi tiga kategori, yakni akar penyebab, masalah
inti dan efek konflik. Dengan menggunakan analogi pohon, maka akar
penyebab konflik ditemparkan sebagai akar pohon, masalah inti konflik
sebagai batang pohon, dan efek konflik sebagai ranting.

g B SERUAR
CONTOH POHON
KONFLIK DARI KENYA.

EFEK >

MASALAH INTI >

R (MERDEKAAN  KESETARAAN [ Fosa o
& PARA PEMIMPIN _ PEMBANGUNAN YANG TIDAK
| POLITIK YANG KORUP SEIMBANG

ARA PEMILIH SAAT INI

BERBAGAI LARANGAN KOLONIALZ

Gambar 12.7. Contoh Pohon Konflik
Sumber: Fisher dkk, 2001

Pengelolaan dan Resolusi Konflik

Istilah pengelolaan konflik (conflict management) dengan resolusi atau
“penyelesaian” konflik (conflict resolution) mempunyai arti yang berbeda
tentunya. Engel and Korf (2005) menjelaskan bahwa “Conflict management
is the practice of identifying and handling conflicts in a sensible, fair and efficient
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manner that prevents them from escaluting out of control and becoming violent”.
Sementara itu, mereka mengatakan bahwa “Conflict resodution deals with
process-oriented activities that aim to address and resolve the deep-rooted and
underlying causes of conflict”. Tokoh teori konflik, Ralf Dahrendorf, menolak
penggunaan istilah “resolusi konflik”, karena istilah itu memberi pengertian
bahwa seolah-olah konflik itu bisa dihilangkan secara menyeluruh (tuntas).
Dahrendorf menawarkan istilah “regulation” atau “pengaturan” konflik sosial,
yang merujuk pada bentuk-bentuk pengendalian konflik. Pengendlian konflik
ini ditujukan untuk mengatasi “ckspresi” arau bentuk perwujudan suaru
konflik ketimbang mengarasi akar penyebab suatu konflik, karena Dahrendorf
percaya bahwa pertentangan kepentingan dan kelomok kepentingan itu terus
ada dalam masyarakac (Dahrendorf, 1963:224-225).

Menurut Dahrendorf, ada tiga fakeor penting sebagai prasyarat agar
pengaturan konflik itu berjalan efektif. Faktor yang pertama adalah kedua
belah pihak mesti mengakui realitas dari sicuasi konflik itu, dan mengakui
bahwa pihak “lawan” mempunyai alasan yang sah dalam perjuangannya itu.
Ketika ada upaya untuk menolak alasan pihak lawan dengan mengatakan
itu “tidak realistik”, atau menolak hak pihak lawan dalam perjuangan itu,
maka pengaturan konflik ridak akan efektif. Fakcor kedua adalah organisasi
kelompok kepentingan. Jika pihak-pihak yang berkonflik itu “cerai-berai”
tidak terorganisir, maka pengaturan konflik menjadi sangat sulic. Faktor
ketiga, agar pengaturan konflik bisa berjalan eketif, maka kedua belah pihak
mesti sepakat atas “aturan main” yang menjadi acuan relasi mereka. Aturan
atau rules ini umumnya akan mempermudah pengaturan konflik.

Menurut Dahrendorf, bentuk pengaturan konflik yang percama dan terpenting
adalah berfungsinya suatu institusi yang menyediakan acuan untuk berdialog
dan membuat keputusan mengenai isu-isu yang bertentangan. Namun
demikian, kehadiran institusi semacam ini ridak menjamin bahwa konflik
yang bersifat brutal (violens) akan dapat dihindari sepenuhnya. Oleh sebab
itu, selain “konsiliasi otonom” yang dilakukan melalui insticusi tersebut,
bentuk pengaturan konflik lainnya juga diperlukan, yakni mediasi dan
arbicrasi. Menurut Dahrendorf, konsiliasi, mediasi dan arbitrasi merupakan
mekanisme pengaturan konflik yang penting dalam rangka mengurangi
konflik yang bersifat brutal.

Pruitt dan Rubin (2004) menjelaskan bahwa ada lima strategi dasar yang
dapar dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kelima strategi tersebut
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adalah: contending (“bertanding” atau “beradu’), yielding (mengalah), problem,
solving (pemecahan masalah), withdrawing (menarik diri), dan inaction
(diam). Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa tiga strategi pertama, yaknj
contending, yielding, dan problem solving dapar dikatakan sebagai “strateg;
untuk mengatasi konflik”, sedangkan dua strategi terkahir, yaitu withdrawing
dan inaction bukan merupakan upaya untuk mengatasi konflik melainkan

upaya “untuk menghentikan atau mengabaikan konflik” (Pruite dan Rubin,
2004:7).

Sementara itu, Kriesberg (2003) menjelaskan riga jenis tindakan dasar
yang umumnya dikenal dalam konflik, yakni koersif (paksaan/kekerasan),
reward (penghargaan), dan persuasi. Menurur Kriesberg, penggunaan koersif
cenderung memperluas konflik, mendorong sifat destruktif. dan kadangkala
memperpanjang konflik. Sementara itu, pemberian reward seringkali lebih
efektif daripada pemberian hukuman. Menurut Kriesberg, reward arau
sanksi positif lebih tepat dan efektif diberikan pada tahap akhir suatu konflik
daripada di saat eskalasi dan puncak konflilk. Reward ini bisa berupa uang,
tanah, atau pekerjaan; maupun yang bersifat non-material seperti pengakuan
status. Selanjutnya, persuasi. Menurut Kriesberg, upaya persuasi cenderung
lebih efekrif dilakukan pada tahap awal konflik, sebelum saling tidak percaya
antara kedua pihak berkembang lebih jauh. Upaya persuasi dapat didasarkan
pada seruan atas nilai-nilai bersama seperti keadilan atau kebebasan.

Selanjutnya, Engel and Kotf (2005) menjelaskan ragam pengelolaan konflik
berupa kontinum mulai dari avoidance (menghindar) pada ekstrim yang satu
hingga physical violence (kekerasan fisik) pada ekstrim yang lain. Lebih jauh
dijelaskan beragam pilihan pengelolaan konflik tersebut sebagai berikut:

Avoidance (menghindar): tindakan yang mencegah arau menghindar terjadinya

konflil.

Negotiarion (negosiasi): proses tawar-menawar yang dilakukan secara sukarela
oleh pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus.
Konsensus berarti suatu keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Mediation (mediasi): menggunakan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses
negosiasi. Pihak mediator tidak memiliki otoritas untuk memaksakan
keputusan.
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Ar[;zrmrzon (arbitrasi): menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga,
yang akan membuar keputusan bagi pihak yang berkonflik, meski seringkali
tidak bersifat mengikar.

Adjudication (ajudikasi): bersandar pada keputusan hakim atau adminiscrarur
untuk membuar keputusan yang mengikat.

Pengelolaan konflik bergerak keluar hukum (extralegal) ketikaia tidak bersandar
pada proses yang disyaratkan atau diterima secara sosial. Pendekatan extralegal
mencakup proses koersif (pemaksaan) untuk membujuk atau memaksa plhak
lawan untuk taat atau menyerah.

Non-violent directive action (tindakan ° ‘pemaksaan” tanpa kekerasan) terjadi
ketika satu pihak memaksa pihak lain untuk memberi konsesi dengan
cara menolak bekerjasama atau dengan melakukan tindakan yang tidak
diinginkan. Hal ini mungkin dilakukan ketika pihak-pihak yang betkonflik

saling tergantung satu sama lain bagi kesejahteraan dan penghidupannya.

Violence or physical coercion (kekerasan fisik) artinya satu pihak mengancam
atau menggunakan kekuatan untuk memaksa keinginannya kepada pihak
lain. Coercion (koersi) berarti satu pihak dipaksa untuk menerima hasil yang

dipaksakan oleh pihal lain.

Beragam pendekatan pengelolaan konflik yang dikemukakan oleh Enegl
- dan Kotif ini pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Castro
~  and Nielsen (2003). Mercka menjelaskan bahwa prosedur mendasar dalam
menangani konflik terdiri atas enam metode, yakni: avoidance (penghindaran),
yaitu tindakan untuk menjaga agar konflik tidak muncul secara terbuka;
coercion (pemaksaan), yaitu tindakan pemaksaan kehendak sescorang melalui
ancaman atau kekuatan, termasuk kekerasan, protes, dominasi ekonomi, dan
kontrak politik; negotiation (negosiasi), yaitu mengikuti proses secara sukarela
dimana pihak berkonflik mencapai kesepakatan melalui konsensus; mediation
(mediasi), yaitu menggunakan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses
negosiasi; arbitration (arbitrasi), menyerahkan konflik kepada pihak ketiga
yang disepakati, yang akan membuat keputusan; dan adjudication (ajudikasi),
yaitu menyandarkan pada hakim atau administrator untuk membuat
keputusan yang mengikat.

Beragam pendekatan dalam mengelola konflik tersebut disajikan secara
ringkas pada Gambar 8.
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KESINAMBUNGAN PENDEKATAN PENGELOLAAN KONFLIK

Menghindari
konfiik

? y Pengambilan! Pengambilan Pengambilan
Pengambllan keputusan informal ke putusan keputusan keputusan di luar
oleh pihak-pihak yang berkonflik informal oleh pihak hukum secara paksa

oleh pihak ketiga yang
ketiga me miliki

-

: 4

Megosiasi Mediasi Arbitrasi Ajudikasi Tindakan Kekerasan

tanpa

1
1
1
1
1
1
i
1
1
: otoritas legal
[
1
1
1
L]
: kekerasan

Peningkatan pemaksaan dan kemungkinan hasil
yang kalah-menang

Gambar 12.8. Pendekatan Pengelolaan Konflik.
Sumber: Moore, 2003 dikutip dalam Engel and Korf, 2005.

Selanjutnya, menurut Engel and Kotf (2005), selain pendekatan pengelolaan
konflik di atas, ada sistem pengelolaan konflik lain yang melibatkan pihak
ketiga, antara lain istem adat dan metode pengelolaan konflik alternarif (ACM

= Alternative Conflict Management). Menurut mereka, merode pengelolaan
konflik ini berbeda dalam pendekatan yang diterapkan dan kapasitas
“pemaksaan” (enforcement) yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk membuat
pihak-pihak yang berkonflik mematuhi penyelesaian yang dibuat. Berikut

penjelasan Engel and Korf tentang masing-masing metode pengelolaan
konflik tersebur.

1.
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Sistemn adat.

Ada beragam strategi dan teknik mengelola dan menyelesaikan konflik
yang terdapat dalam adat istiadat suatu masyarakat atau komunitas.
Beragam metode tersebut mencakup negosiasi, mediasi dan arbitrasi,
maupun metode yang bersifat memaksa seperti tekanan dari sesama
anggota kelompok, gosip, pengucilan, sanksi yang bersifac supernatural
hingga kekerasan.

Keberhasilan pengelolaan konflik dari suatu sistem adat seringkali
tergantung pada kapasitas “pemaksaan” (enforcement) dari otoritas
tradisional dalam masyarakat adar yang bersangkutan. Ketika otoritas
kelompok elit tradisional memudar, kapasitas mereka untuk “memaksa”
implementasi keputusan penyelesaian konflik mungkin berkurang pula.
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Sistem adat ini memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mengelola
konflik, seperti disajikan pada Tabel 5.

Tabel 12.5. Kekuatan dan Keterbatasan Sistem Adat dalam Mengelola
Konflik

e

“ Sumber: Eng(-al ;.md’Korf (‘2:065)
2. Pengelolaan Konflik Alternarif (ACM)

Selain sistem adat, ada pula metode pengelolaan konflik alternatif berupa
sistem pengelolaan konflik kolaboratif. Pengelolaan konflik kolaboratif
mendorong pengambilan keputusan secara bersama dan mengupayakan
kesepakatan yang bersifat suka rela. Pendekatan ini menekankan
penyelesaian yang bersifar “sama-sama menang” (win-win solution).
Pendekaran ini muncul sebagai respon tethadap penanganan konflik yang
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e .

berbasis pada kekuasaan atau aturan-aturan hukum formal semata, yang
menghasilkan pihak yang menang dan yang kalah. Selanjutnya, oleh
karena pengelolaan konflik kolaboratif ini berbasis kesepakatan suka rela,
maka pelaksanaannya bergantung pada kesediaan semua pihak untul
mematuhi kesepakatan tersebut. Pihak ketiga mungkin memfasilicasi
proses im, tetapi tidak dapat memaksa pihak yang berkonflik untuk
melaksanakan kesepakatan yang dibuat. Oleh sebab itu, pengelolaan
konflik kolaboratif ini idealnya dilaksanakan ketika pihak-pihak yang

berkonflik mempunyai kekuatan yang relatif sama.

Tabel 12.6. Kekuatan dan Keterbatasan Metode Pengelolaan Konflik
Alternatif

b

Sumber: Engel and Korf (2005).

LQ
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Seperti dikemukakan sebelumnya, Dahrendorf tidak setuju penggunaan
istilah “resolusi konflil”, yang menyiratkan bahwa konflik itu bisa dan perlu
dihilangkan sepenuhnya. Dahrendorf mengatakan “The concepr of conflict
resolution will be rejected as reflecting a sociologically mistaken ideology according
to which complete elimination of conflict is possible and desirable” (Dahrendorf,
1963:224). Hemat saya, “resolusi konflik” dalam arti yang dikemukakan
Dahrendorf itu memang tidak mungkin tercapai di dalam masyarakat secara
keseluruhan, mengingat sumber konflik itu amar beragam. Namun berbeda
dengan Dahrendorf, saya berpandangan bahwa untuk kasus-kasus konflik
yang spesifik, resolusi konflik sangat mungkin dicapai, dan juga diinginkan
untuk dicapai. Sebagai contoh, resolusi konflik untuk kasus konflik antara
nelayan “tradisional” dengan nelayan zawl di Indonesia, memang diinginkan
dan secara umum dapat dikatakan telah tercapai, melalui peraturan dari
Pemerintah (Keppres No. 39/1980 tentang pelarangan mawl).

Beragam teknik atau pendekatan pengelolaan konflik yang diuraikan pada
bagian ini mungkin saja menghasilkan resolusi (penyelesaian) konflik untuk
kasus-kasus konflik tertentu. Dengan kata lain, untuk kasus-kasus konflik

spesifik, maka resolusi konflik iru, meminjam istilah Dahrendorf, “is possibie
and desirable” .
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